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ABSTRACT

This study aims to identify the main barriers to the implementation of inclusive education policies and to analyze
the systemic gap between macro-level policies and local implementation practices in order to identify universal
patterns that transcend geographical boundaries. A qualitative research design employing thematic content
analysis, using both inductive and deductive approaches, was applied to 35 official reports published by leading
international organizations, including UNESCO, UNICEF, the World Bank, the World Health Organization
(WHO), and the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), between 2019 and 2025.
The findings reveal eight recurring categories of implementation barriers: policy, resource allocation, human
capacity, sociocultural attitudes, curriculum, physical accessibility, stakeholder participation, and data systems.
The most critical barriers include limited funding, insufficient teacher training, and persistent social stigma.
The study’s novelty lies in the use of global reports as the primary data source and the application of a triadic
framework of inclusive education to explain the underlying paradigms of implementation barriers and their
relationship to the Sustainable Development Goals (SDGs). The findings underscore that achieving inclusive
education requires comprehensive systemic transformation to address its multidimensional challenges. Policy
recommendations include increasing funding commitments, strengthening teachers’ pedagogical capacity,
expanding public awareness initiatives, and developing robust data infrastructure to support sustainable cross-
sector collaboration and accountability.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan utama implementasi kebijakan pendidikan
inklusif serta menganalisis kesenjangan sistemik antara kebijakan makro dan realitas praktik lokal
guna menangkap pola universal yang melampaui batas geografis. Metode penelitian ini mengadopsi
desain kualitatif melalui teknik analisis konten tematik (induktif dan deduktif) terhadap 35 laporan
resmi organisasi internasional terkemuka, seperti UNESCO, UNICEF, Bank Dunia, WHO, dan OECD
periode 2019-2025. Temuan penelitian ini mengungkap delapan kategori hambatan konsisten, meliputi
kebijakan, alokasi sumber daya, kapasitas manusia, sikap sosiokultural, kurikulum, aksesibilitas fisik,
partisipasi pemangku kepentingan, serta sistem data. Faktor paling krusial meliputi keterbatasan
anggaran, minimnya pelatihan guru, dan stigma sosial yang masih mengakar. Kebaruan terletak pada
penggunaan laporan global sebagai data primer serta penerapan triadic framework of inclusive education
untuk menjelaskan akar paradigmatis hambatan dan hubungannya dengan agenda pembangunan
berkelanjutan (SDGs). Simpulan penelitian menegaskan bahwa tantangan inklusi bersifat multidimensi
sehingga memerlukan transformasi sistemik menyeluruh. Rekomendasi kebijakan mencakup
peningkatan komitmen pendanaan, penguatan kapasitas pedagogi guru, kampanye kesadaran publik
masif, serta pembangunan infrastruktur data guna mendukung akuntabilitas dan kolaborasi lintas
sektor yang berkelanjutan.

KATA KUNCI
pendidikan inklusif; kebijakan pendidikan; hambatan implementasi; analisis konten; laporan pendidikan
global

Pendahuluan

Pendidikan inklusif telah menjadi pilar utama dalam agenda pembangunan global. Hal ini
merefleksikan komitmen mendalam terhadap kesetaraan dan keadilan sosial dalam sistem
pendidikan (Deroncele-Acosta & Ellis, 2024; Theoharis, 2024; van Niekerk, 2020). Esensi
pendidikan inklusif tidak sebatas integrasi sederhana murid berkebutuhan khusus ke dalam
lingkungan pendidikan reguler. Lebih dari itu, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai suatu
pendekatan transformatif yang bertujuan untuk mengakomodasi keberagaman semua murid
tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau karakteristik lainnya (Lindner & Schwab,
2020; Sorkos & Hajisoteriou, 2021). Filosofi yang mendasarinya menekankan bahwa setiap anak
memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam pembelajaran yang bermakna dan
relevan, sekaligus menantang praktik-praktik diskriminatif dan eksklusif yang masih sering
ditemukan dalam sistem pendidikan tradisional (Mohanty dkk., 2024; Rapp & Corral-Granados,
2024).

Komitmen Indonesia terhadap pendidikan inklusif tidak hanya tercermin dari ratifikasi
instrumen internasional, tetapi juga diwujudkan melalui serangkaian regulasi dan kebijakan
operasional di tingkat nasional. Komitmen ini merupakan realisasi dari amanat Convention on the
Rights of Person with Disabilities (CRPD) Pasal 24 dan Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan
4, yang kemudian diterjemahkan ke dalam kerangka hukum dan kebijakan di dalam negeri
untuk memastikan akses dan kualitas pendidikan bagi semua murid, termasuk mereka yang
berkebutuhan khusus. Salah satu langkah strategis pemerintah adalah dalam proses penerimaan
murid baru. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Sistem Penerimaan Murid Baru menguatkan komitmen ini. Peraturan ini diharapkan memastikan
bahwa proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tidak diskriminatif dan mengakomodasi
calon murid berkebutuhan khusus. Hal ini sejalan dengan prinsip nondiskriminasi dalam
CRPD dan upaya menghilangkan disparitas seperti yang diamanatkan dalam SDG 4: Pendidikan
Berkualitas (Adipat & Chotikapanich, 2022).

Pada aspek kurikulum, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia
Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Peraturan ini kemudian
diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
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Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan
Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang menekankan pengembangan kurikulum fleksibel
dan adaptif, serta memungkinkan modifikasi sesuai kebutuhan murid dengan disabilitas.
Fleksibilitas kurikulum ini merupakan jantung pendidikan inklusif dengan mengakui keragaman
cara belajar dan memastikan akses terhadap pembelajaran bermakna (Ferguson & Roofe, 2020).
Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun
2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan
Tinggi mengatur pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk alat bantu belajar,
tenaga pendamping khusus, modifikasi sarana prasarana, dan pengembangan kapasitas guru.
Tanpa pendanaan memadai, kebijakan inklusif berisiko hanya menjadi wacana, padahal
dukungan sumber daya merupakan prasyarat fundamental bagi pembangunan berkelanjutan
dan kohesi sosial (McCusker dkk., 2023).

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kesenjangan mencolok antara kebijakan
makro dan realitas lokal (Dai dkk., 2025; Hartel, 2023; Talleraas, 2025). Penelitian di Indonesia
mengonfirmasi hambatan yang kompleksini. Pertama, tantangan kapasitas guru: banyak pendidik
merasa tidak siap akibat kurangnya pelatihan pedagogis inklusif yang sistematis (Somma &
Bennett, 2020; Zabeli & Gjelaj, 2020). Kedua, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, seperti
minimnya alat bantu belajar, ruang kelas yang tidak ramah disabilitas, serta fasilitas aksesibel
yang masih sangat terbatas (Zickafoose dkk., 2024). Ketiga, sikap negatif dari tenaga kependidikan
dan orang tua menjadi penghalang sosial yang signifikan (Baxter & Kilderry, 2022; Osborne dkk.,
2025). Stigma terhadap disabilitas dan pemahaman yang sempit tentang prinsip inklusi sering
kali merusak upaya kolaboratif di sekolah (Baxter & Fancourt, 2020). Akibatnya, meskipun
kebijakan nasional telah mendorong pendidikan inklusif, kesenjangan antara perencanaan
makro dan kondisi lapangan tetap menjadi pekerjaan rumah mendesak yang membutuhkan
intervensi holistik dan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Diskursus tentang pendidikan inklusif telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan
dalamtiga dekadeterakhir. Jika sebelumnyafokusutamaadalah padaintegrasi murid penyandang
disabilitas ke dalam kelas reguler, kini wacana berkembang menuju transformasi sistem
pendidikan yang fundamental untuk mengakomodasi keberagaman seluruh murid (Hasnah
dkk., 2025; Nadeem, 2024; Selisko dkk., 2024). Temuan UNESCO menjadi tonggak penting yang
menyerukan pengakhiran pendidikan segregatif, tetapi implementasinya masih menyisakan
kesenjangan besar antara kebijakan dan praktik di lapangan (Gottschalk, 2023; Ainscow, 2020).
Kesenjangan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan personal. Banyak guru
merasa tidak siap, sementara sekolah kekurangan sumber daya.

Namun, yang lebih mendasar adalah ketidakseimbangan kuasa. Kebijakan sering dibuat tanpa
melibatkan penyandang disabilitas dan keluarganya. Mengatasi hal ini memerlukan keberanian
untuk mendistribusikan kembali otoritas dalam sistem pendidikan. Tanpa keterlibatan aktif
mereka yang paling terdampak, inklusi akan tetap menjadi proyek elitesentris yang asing dari
realitas harian.

Perdebatan teoretis dalam pendidikan inklusif berkisar pada pertentangan antara model
medis, relasional, dan sosial dalam memaknai disabilitas. Model medis memandang disabilitas
sebagai masalah individu yang memerlukan diagnosis dan intervensi kuratif, berimplikasi
pada pendekatan pendidikan yang cenderung segregatif (Zaks, 2024). Model sosial merevolusi
paradigma dengan menempatkan hambatan sosial dan lingkungan sebagai penyebab utama
disabilitas sehingga menuntut transformasi sistem pendidikan (Apata & Oyenuga, 2025;
Shamsabadipour, 2025).

Di antara keduanya, model relasional (bio-psiko-sosial) menawarkan jalan tengah dengan
mengakui interaksi antara kondisi individu dan faktor lingkungan (Selisko dkk., 2024). Model
relasional ini mengakui bahwa hambatan pendidikan tidak semata-mata terletak pada diri anak
maupun lingkungan, melainkan pada ketidaksesuaian antara keduanya. Implikasinya, solusi
tidak cukup hanya dengan mengubah sikap guru atau menyediakan akses fisik, tetapi juga
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perlu menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan unik setiap murid (Manca & Delfino, 2021;
Saloviita, 2020). Pendekatan ini membuka ruang bagi intervensi yang bersifat personal sekaligus
sistemik sehingga pendidikan inklusif tidak lagi dipahami sebagai proyek seragam, melainkan
sebagai proses negosiasi terus-menerus antara individu dan konteksnya.

Berdasarkan telaah terhadap literatur terkini, teridentifikasi beberapa kesenjangan penelitian
yang signifikan. Kesenjangan antara kebijakan makro dan implementasi mikro masih menjadi
tema dominan. Ainscow (2020) menegaskan bahwa meskipun kemajuan telah dicapai dalam
kebijakan internasional, ratusan juta anak masih belum memperoleh akses terhadap pendidikan
berkualitas, sementara kesenjangan antara kebijakan dan praktik tetap besar. Hal ini sejalan
dengan temuan Selisko dkk. (2024) yang mengonfirmasi bahwa kontradiksi antara konsep
inklusi fungsional dan inklusi penuh berakar pada konflik antara model deterministik (medis
dan relasional) dan model sosial disabilitas.

Selain itu, perspektif kelompok terpinggirkan dalam riset mengenai pendidikan inklusif
masih minim. Sebagian besar penelitian masih didominasi oleh suara pendidik dan pembuat
kebijakan, sementara perspektif murid penyandang disabilitas nyaris tidak terdengar (Indriaty
dkk., 2025). Hal ini menciptakan pemahaman yang timpang tentang apa yang sesungguhnya
dibutuhkan oleh mereka yang menjadi subjek kebijakan pendidikan inklusif.

Terdapat pula dominasi pendekatan kualitatif dengan sampel terbatas dan minimnya studi
longitudinal. Analisis Selisko dkk. (2024) menunjukkan peran dominan metode kualitatif, yang
konsisten dengan persepsi konstruktivisme tentang inklusi penuh, tetapi memiliki kelemahan
pada generalisasi dan keberlanjutan temuan. Pemahaman tentang pendidikan inklusif sering
bersifat lokal dan kontekstual, tetapi sulit dijadikan dasar kebijakan nasional yang bersifat
umum.

Lebih lanjut, terdapat pula ketimpangan dalam keterwakilan geografis. Literatur tentang
pendidikan inklusif masih didominasi oleh konteks negara maju, sementara negara berkembang
termasuk Indonesia masih kurang terwakili (Indriaty dkk., 2025). Padahal, konteks sosiokultural
dan keterbatasan sumber daya di negara berkembang menghasilkan dinamika implementasi
yang berbeda dan perlu dipahami secara spesifik. Gap lainnya adalah kelangkaan riset yang
mengintegrasikan pendidikan inklusif dengan agenda global seperti Sustainable Development Goals
(SDGs). Quirke & Galvin (2025) mengungkap adanya kesenjangan signifikan dalam eksplorasi
hubungan antara Universal Design for Learning dengan SDGs, terutama dalam kaitannya dengan
bimbingan karier dan transisi ke dunia kerja.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan
terhadap diskursus kebijakan pendidikan inklusif. Penelitian ini menawarkan analisis sistematis
terhadap laporan-laporan pendidikan global sebagai sumber data primer. Pendekatan ini masih
jarang dilakukan dalam studi pendidikan inklusif di Indonesia. Dengan menganalisis laporan
organisasi internasional, penelitian ini mampu menangkap pola hambatan yang melampaui
batas-batas geografis dan memberikan perspektif komparatif yang lebih kaya (Paparini dkk.,
2021).

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan kerangka teoretis tentang triadic framework of
inclusive education (Selisko, 2024) sebagai lensa analisis. Kerangka ini memungkinkan penelitian
tidak sekadar mendeskripsikan hambatan, tetapi juga menjelaskan akar paradigmatis dari
kontradiksi implementasi kebijakan. Penelitian ini juga secara eksplisit menghubungkan temuan
tentang hambatan implementasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk
merespons minimnya integrasi antara pendidikan inklusif dengan agenda global (Unterhalter &
Howell, 2021). Terakhir, penelitian ini memberikan kontribusi pada penguatan perspektif negara
berkembang dalam diskursus global pendidikan inklusif. Dengan basis empiris dari Indonesia,
penelitian ini memperkaya pemahaman tentang cara hambatan inklusi termanifestasi dalam
konteks sosiokultural dan keterbatasan sumber daya yang khas, sebagaimana diidentifikasi
dalam berbagai penelitian lokal.

Kerangka teoretis tentang triadic framework of inclusive education menjembatani perdebatan
konseptual dengan implikasi praktis (Selisko, 2024). Kerangka ini dibangun di atas tiga pilar
utama. Pertama, model disabilitas yaitu medis (masalah individu), relasional (interaksi individu-
lingkungan), dan sosial (hambatan struktural). Kedua, teori belajar: behaviorisme (stimulus-
respons), kognitivisme (faktor individu-lingkungan), dan konstruktivisme (membangun makna



Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, Volume 19, Nomor 01/2026 97

sosial). Ketiga, penempatan murid: eksklusi, inklusi fungsional (integrasi bersyarat), dan
inklusi penuh (transformasi sistem). Ketiga pilar tersebut membentuk triad koheren: (1) medis-
behaviorisme-eksklusi (segregatif), (2) relasional-kognitivisme-inklusi fungsional (integratif),
dan (3) sosial-konstruktivisme-inklusi penuh (transformatif). Kerangka ini digunakan untuk
menganalisis kontradiksi paradigma antara formulasi kebijakan nasional dan praktik di lapangan
yang menyebabkan kesenjangan implementasi.

Metode Penelitian

Desain penelitian, pemilihan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan
pertimbangan etika akan diuraikan untuk memastikan transparansi dan reproduksibilitas studi
ini.

Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konten (content
analysis). Analisis konten adalah metode penelitian yang sistematis untuk menganalisis makna dan
informasi dari data tekstual atau visual (Gali & Schechter, 2020; Srivastava dkk., 2022; Srivastava
dkk., 2015). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan identifikasi dan kategorisasi pola-pola,
tema, dan makna yang berulang dalam sejumlah besar dokumen tekstual, yaitu laporan-laporan
pendidikan global. Dengan menerapkan content analysis, penelitian ini bertujuan untuk secara
objektif dan sistematis mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi hambatan-
hambatan yang dilaporkan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Pendekatan
kualitatif memastikan kedalaman pemahaman terhadap nuansa dan kompleksitas hambatan
yang mungkin tidak tertangkap oleh metode kuantitatif semata (Creswell & Poth, 2018).

Sumber Data

Sumber data utama penelitian ini adalah laporan-laporan pendidikan global yang diterbitkan
oleh organisasi internasional terkemuka. Pemilihan organisasi ini didasarkan pada peran
sentral mereka dalam advokasi, pemantauan, dan pelaporan kemajuan serta tantangan
pendidikan di seluruh dunia. Organisasi yang menjadi fokus utama meliputi 1) United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), terutama laporan Global Education
Monitoring (GEM) dan publikasi terkait pendidikan inklusif (Suharyati dkk., 2025); 2) United
Nations Children's Fund (UNICEF): Laporan State of the World's Children dan publikasi tentang
pendidikan anak-anak rentan dan disabilitas (Herbst, 2024); 3) The World Bank: Laporan-laporan
terkait investasi pendidikan, kebijakan, dan hasil di negara-negara berkembang (Ott, 2024); 4)
World Health Organization (WHO): Laporan terkait disabilitas dan kesehatan yang berimplikasi
pada pendidikan (Louis dkk., 2021); 5) International Labour Organization (ILO): Laporan terkait
transisi dari pendidikan ke pekerjaan bagi penyandang disabilitas (Srivastava dkk., 2022); 6)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): Laporan terkait kebijakan
pendidikan dan inklusi di negara-negara maju (Bo, 2024; Gottschalk & Weise, 2023; Taguma & Frid,
2024); 7) Organisasi Non-Pemerintah Internasional (NGO), seperti Save the Children, Handicap
International, atau Disabled People's International (DPI) yang menerbitkan laporan substantif
tentang pendidikan inklusif (Golden, 2020; Mezzanotte & Calvel, 2023).

Periode waktu publikasi laporan yang dianalisis dibatasi pada enam tahun terakhir, yaitu
dari Januari 2019 hingga Mei 2025. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan relevansi
temuan dengan konteks kebijakan dan tantangan saat ini dalam pendidikan inklusif, sekaligus
mencerminkan perkembangan terbaru dalam pemahaman dan strategi global. Kriteria inklusi
laporan meliputi: 1) Laporan harus diterbitkan oleh salah satu organisasi internasional yang
disebutkan sebelumnya atau INGO bereputasi tinggi; 2) Laporan harus tersedia secara publik
dalam format digital (PDF atau HTML); 3) Konten laporan harus secara eksplisit membahas isu-
isu pendidikan, kebijakan pendidikan, atau memiliki bagian yang signifikan tentang pendidikan
inklusif atau pendidikan anak-anak dengan disabilitas; 4) Laporan harus diterbitkan antara
Januari 2019 hingga Mei 2025; 5) Laporan harus dalam Bahasa Inggris.

Kelima kriteria ini memastikan bahwa analisis hanya melibatkan dokumen-dokumen
yang kredibel, terkini, dan relevan secara global. Dengan batasan waktu 2019-2025, laporan
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mencerminkan dinamika pascapandemi dan perkembangan kebijakan terbaru. Fokus pada
bahasa Inggris memang membatasi, tetapi menjangkau arus utama diskursus internasional
tentang pendidikan inklusif.

Sementara itu, kriteria eksklusi laporan adalah: 1) Artikel jurnal ilmiah, prosiding konferensi
individual (kecuali bagian dari laporan kompilasi), atau buku teks (kecuali diterbitkan sebagai
laporan resmi organisasi); 2) Laporan yang fokus utamanya bukan pada pendidikan atau yang
hanya menyebutkan inklusi secara sepintas; 3) Laporan yang tidak tersedia secara penuh atau
dalam format yang dapat dianalisis.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dimulai dengan pencarian sistematis di situs web resmi masing-
masing organisasi internasional, basis data laporan digital, dan mesin pencari akademik yang
terkemuka (misalnya, Google Scholar dan ResearchGate) menggunakan kata kunci, seperti
"inclusive education report," "disability education policy," "global education challenges," dan nama
organisasi. Setelah daftar laporan potensial diidentifikasi, setiap laporan diperiksa berdasarkan
kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Laporan yang memenuhi kriteria kemudian
diunduh dan disimpan dalam basis data digital terstruktur. Untuk memastikan manajemen
data yang efisien, setiap laporan diberi kode identifikasi unik, dan metadata relevan (organisasi
penerbit, tahun publikasi, judul) dicatat. Proses ini dilakukan secara iteratif untuk memastikan
tidak ada laporan relevan yang terlewatkan dalam periode waktu yang ditentukan (Hong & Lynn,
2020).

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis konten tematik induktif dan deduktif.
Pendekatan hibrida ini memungkinkan kategori-kategori hambatan yang sudah ada dalam
literatur (deduktif) untuk diperiksa, sekaligus memberikan ruang bagi tema-tema baru untuk
muncul langsung dari data (induktif) (Braun & Clarke, 2022). Pendekatan hibrida ini memperkaya
kedalaman analisis karena tidak sekadar mengonfirmasi teori yang ada, tetapi juga menangkap
realitas lapangan yang mungkin terlewat. Dengan demikian, temuan menjadi lebih kontekstual
dan relevan secara praktis, menjembatani kesenjangan antara kerangka teoretis dan pengalaman
empiris para pemangku kepentingan.

Gambar 1
Teknik Analisis Data

Sumber: Data Sekunder Penulis (diadaptasi dari model Braun & Clarke, 2022)

Proses koding memiliki beberapa tahapan. Pertama, familiarisasi data dengan membaca
setiap laporan secara menyeluruh untuk memahami isi dan konteks, serta membuat catatan
awal tema yang sering muncul. Kedua, generasi kode awal dengan membaca ulang baris demi
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baris untuk mengidentifikasi unit analisis (kata kunci, frasa, atau kalimat) yang menjelaskan
hambatan implementasi kebijakan pendidikan inklusif (Braun & Clarke, 2022). Contoh kode
awal meliputi "kurangnya dana', "sikap negatif guru", "kurikulum kaku", dan "infrastruktur tidak
aksesibel". Ketiga, pencarian tema dengan mengelompokkan kode berdasarkan kemiripan untuk
membentuk tema potensial (Locke dkk., 2022). Keempat, peninjauan tema untuk memastikan
tema merepresentasikan data secara akurat. Kelima, pendefinisian dan pemberian nama tema
dengan memberi nama dan definisi operasional setiap tema final (Braun & Clarke, 2022).
Pengembangan tema dilakukan berdasarkan kerangka teoretis dan tinjauan pustaka. Untuk
validasi, digunakan NVivo 12 Pro (Elliott-Mainwaring, 2021) dan intercoder reliability dengan

second coder menggunakan Cohen's Kappa (Bowring dkk., 2021; Cohen, 2018).

Etika Penelitian

Penelitian ini menganalisis laporan publik organisasi internasional sehingga pertimbangan etika
lebih sederhana dibanding studi dengan partisipan langsung. Meskipun demikian, beberapa
prinsip tetap dijunjung tinggi, yaitu: 1) Transparansi: seluruh sumber data diidentifikasi dan
dirujuk secara akurat sehingga dapat diverifikasi; 2) Objektivitas: analisis dilakukan dengan
meminimalkan bias pribadi; 3) Kerahasiaan: informasi sensitif yang muncul ditangani hati-
hati untuk menjaga privasi; 4) Integritas data: data dianalisis jujur dan akurat tanpa manipulasi
(Drolet dkk., 2023). Metodologi rigid ini dilakukan agar penelitian menghasilkan temuan valid dan
reliabel tentang hambatan implementasi kebijakan pendidikan inklusif dari perspektif laporan
global.

Temuan Penelitian

Bagian ini menyajikan temuan utama dari analisis konten terhadap laporan-laporan pendidikan
global terkait hambatan implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Hasil penelitian disajikan
dalam empat subbagian yaitu gambaran umum laporan yang dianalisis, kategori utama hambatan
implementasi, analisis perbandingan, dan ilustrasi dengan contoh dari laporan.

Gambaran Umum Laporan yang Dianalisis

Sebanyak 35 laporan pendidikan global yang relevan diterbitkan antara Januari 2019 hingga Mei
2025 berhasil diidentifikasi dan dianalisis dalam penelitian ini. Laporan-laporan ini berasal dari
berbagai organisasi internasional terkemuka yang memiliki peran krusial dalam membentuk
diskursus dan kebijakan pendidikan global. Distribusi laporan berdasarkan organisasi penerbit,
tahun publikasi, dan cakupan geografisnya dapat dilihat pada Tabel 1. Mayoritas laporan (sekitar
70%) memiliki cakupan global atau multiregional, sementara sisanya berfokus pada dinamika
di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, atau negara-negara berpenghasilan
tinggi. Konsentrasi laporan tertinggi berada pada tahun 2020-2023, mencerminkan peningkatan
perhatian terhadap pendidikan di tengah dan pascapandemi COVID-19, serta dorongan
berkelanjutan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Tabel 1
Gambaran Umum Laporan Pendidikan Global yang Dianalisis

Osfzzli_:?tﬁ IJ‘:;:)I:;L Cakupan Geografis Utama
UNESCO 10 Global, Regional

UNICEF 8 Global, Regional, Nasional

World Bank 6 Global, Fokus Negara Berkembang
OECD 4 Negara Berpendapatan Tinggi

WHO 3 Global, Regional
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0;522;;?? LJ::::)lraalL Cakupan Geografis Utama
Save the 2 Global, Fokus Negara

Children Berkembang/Krisis

ILO 2 Global, Regional

Total 35

Sumber: Data Sekunder Penulis

Kategori Utama Hambatan Implementasi

Analisis konten mengidentifikasi delapan kategori utama hambatan yang secara konsisten
muncul dalam laporan-laporan pendidikan global. Kategorisasi ini mengkonsolidasikan berbagai
isu spesifik ke dalam tema-tema yang lebih luas dan memberikan kerangka kerja komprehensif
untuk memahami tantangan implementasi pendidikan inklusif.

Tabel 2
Kategori Utama Hambatan Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Lembaga yang Menyatakan
(Berdasarkan Cakupan & Fokus Laporan)

1. Kebijakan & World Bank, OECD, ILO, UNESCO
Hukum World Bank & OECD: Konsisten melaporkan inkoherensi kebijakan
dan tantangan regulasi sebagai penghambat investasi dan efisiensi.
ILO: Menyoroti ketidakselarasan kebijakan pendidikan dengan
kebijakan ketenagakerjaan inklusif.

Kategori Hambatan

2. Sumber Daya World Bank, UNICEF, Save the Children, UNESCO
World Bank & UNICEF: Menyoroti kesenjangan anggaran dan alokasi
sumber daya yang tidak memadai, khususnya di negara berkembang.
Save the Children: Menekankan kekurangan fasilitas dan sumber
daya dasar di daerah konflik dan bencana.

3. Kapasitas Guru & UNESCO, UNICEF, Save the Children
Staff UNESCO: Menyoroti kesenjangan pelatihan guru dan pedagogi
inklusif.
UNICEF & Save the Children: Fokus pada kebutuhan akan tenaga
pendukung (psikolog atau terapis) di sekolah.

4. Sikap & Persepsi UNICEF, Save the Children, WHO
UNICEF & Save the Children: Menyoroti stigma, diskriminasi, dan
perundungan sebagai akar masalah dari perspektif hak anak.
WHO: Melaporkan bagaimana stigma sosial terkait kesehatan mental
dan disabilitas menjadi penghalang.

5. Kurikulum & Cara  UNESCO, OECD
Ajar UNESCO: Menginisiasi advokasi kurikulum fleksibel dan penilaian
yang adaptif.
OECD: Melaporkan melalui studi PISA bagaimana kurikulum yang
terlalu terstandarisasi menghambat inklusi.
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Lembaga yang Menyatakan
(Berdasarkan Cakupan & Fokus Laporan)

6. Akses Fisik WHO, UNICEF
WHO: Menyoroti isu aksesibilitas fisik berdasarkan model kesehatan
dan fungsi manusia.
UNICEF: Mengintegrasikan aksesibilitas ke dalam standar "Sekolah

Kategori Hambatan

Ramah Anak".
7. Keterlibatan Orang UNICEF, Save the Children, ILO
Tua & Mitra UNICEF: Menyoroti partisipasi orang tua dan anak dalam perencanaan
pendidikan.

ILO: Menekankan pentingnya kemitraan sekolah-dunia usaha untuk
transisi yang lancar.

8. Data & Evaluasi UNESCO, World Bank, OECD, UNICEF
Semua lembaga: Secara konsisten melaporkan kurangnya data
terpilah dan sistem pemantauan yang lemah sebagai penghambat
utama perencanaan yang efektif dan akuntabilitas.

Sumber: Data Sekunder Penulis

Dengan menganalisis 35 laporan dari berbagai organisasi dengan cakupan dan mandat yang
beragam, penelitian ini berhasil mengidentifikasi delapan kategori hambatan yang bersifat
universal. Konsistensi temuan ini menunjukkan bahwa meskipun konteksnya berbeda-beda
(dari negara berpendapatan tinggi hingga daerah krisis), tantangan yang dihadapi dalam
mewujudkan pendidikan inklusif pada dasarnya serupa. Laporan dari UNESCO, UNICEF, dan
World Bank (mencakup 24 dari 35 laporan) memberikan fondasi data yang sangat kuat untuk
semua kategori, mencerminkan peran sentral mereka dalam pendidikan global. Sementara
itu, perspektif dari organisasi seperti WHO dan ILO menambahkan kedalaman pada dimensi
hambatan tertentu (seperti aksesibilitas fisik dan link-and-match dengan dunia kerja) yang
mungkin kurang ditonjolkan oleh organisasi pendidikan murni.

Gambar 2
Kategori Utama Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Hambatan yang terkait
dengan pengetahuan,
keterampilan, dan kesiapan

Hambatan yang berakar
pada pandangan,
kepercayaan, dan norma
sosial

Hambatan terkait kerangka
hukum dan regulasi
individu

Kebijakan & Kapasitas Sikap &
Legislasi Manusia Budaya
Hambatan yang berkaitan Fisik & Hambatan il . Hambatan terkait desain
dengan lingkungan fisik dan i — a — - kurikulum dan praktik
kemudahan akses AasiaiiEs Inklusi PRI pengajaran di kelas
Data & Partisipasi &

Sumber Daya

Pemantauan Kemitraan

Hambatan terkait
pengumpulan dan
pemanfaatan informasi
untuk perencanaan dan
evaluasi

Hambatan yang berkaitan Hambatan dalam kolaborasi
dengan ketersediaan antara berbagai pemangku

finansial dan material kepentingan

Sumber: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, 2024
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Pembahasan

Bagian pembahasan ini menginterpretasikan temuan dari analisis konten laporan pendidikan
global, mengaitkannya dengan tujuan penelitian, serta membahas implikasi teoretis dan
praktisnya. Bagian ini juga menyebutkan keterbatasan penelitian dan mengusulkan arah untuk
studidi masadepan. Tujuan utama penelitianiniadalah menganalisis secara sistematis hambatan-
hambatan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif seperti yang diidentifikasi
dalam laporan-laporan pendidikan global. Temuan menunjukkan bahwa hambatan-hambatan
ini dapat dikelompokkan ke dalam delapan kategori utama yaitu kebijakan dan legislasi, sumber
daya, kapasitas manusia, sikap dan budaya, kurikulum dan pedagogi, fisik dan aksesibilitas,
partisipasi dan kemitraan, serta data dan pemantauan.

Hasil penelitian ini selaras dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem inklusi
melalui berbagai regulasi terbaru. Kebijakan Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 tentang
SPMB memastikan aksesibilitas bagi murid dengan disabilitas sejak tahap penerimaan. Hal ini
didukung oleh fleksibilitas kurikulum dalam Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 dan No. 13
Tahun 2025, yang memungkinkan adaptasi materi sesuai kebutuhan individu. Secara operasional,
Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 menjadi landasan krusial dalam penyediaan Akomodasi
yang Layak (AYL), mulai dari aksesibilitas fisik hingga penyesuaian proses pembelajaran.
Namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan kesenjangan karena keterbatasan
kompetensi guru pembimbing khusus dan sarana prasarana sering kali membuat kebijakan
ini belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan personal murid. Sinergi antara regulasi yang
progresif dan kesiapan SDM di sekolah menjadi kunci agar pendidikan inklusi tidak sekadar
menjadi pemenuhan administratif, melainkan transformasi nyata bagi setiap murid.

Konsistensi kemunculan kategori-kategori ini di berbagai laporan dari organisasi yang
berbeda dan cakupan geografis yang luas menunjukkan bahwa hambatan terhadap pendidikan
inklusif bersifat kompleks, multifaset, dan sering kali saling terkait, bukan sekadar masalah
terisolasi di satu wilayah atau konteks (Rapp & Corral-Granados, 2024; Rooney-Kron & Dymond,
2021; Sorkos & Hajisoteriou, 2021). Hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan kapasitas
manusia sering kali muncul karena kurangnya investasi politik dan finansial dalam pendidikan
inklusif. Negara-negara mungkin mengadopsi kebijakan inklusif di atas kertas, tetapi gagal
mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk pelatihan guru, penyediaan fasilitas guna
perluasan dan kemudahan akses, atau pengembangan materi pembelajaran yang sesuai (Kenny
dkk., 2020; Massouti dkk., 2023; Tong dkk., 2024.; Vaughn dkk., 2023). Ini mencerminkan prioritas
yang belum sepenuhnya sejajar dengan komitmen yang dinyatakan OECD.

Sementara itu, hambatan sikap dan budaya sering kali lebih sulit diatasi karena berakar pada
norma-norma sosial dan kepercayaan yang sudah mengakar. Stigma dan diskriminasi terhadap
penyandang disabilitas adalah manifestasi dari pemahaman yang belum memadai tentang hak
asasi manusia dan potensi setiap individu (Pons dkk., 2022; Scior dkk., 2020; Wogen & Restrepo,
2020). Perubahan dalam domain ini memerlukan upaya jangka panjang melalui kesadaran
publik, pendidikan, dan advokasi yang berkelanjutan. Hambatan kurikulum dan pedagogi
muncul karena sistem pendidikan yang secara historis dirancang untuk murid "rata-rata"
sehingga sulit untuk beradaptasi dengan kebutuhan beragam murid. Hal ini menyoroti perlunya
pergeseran paradigma dari pengajaran yang berpusat pada konten ke pedagogi yang berpusat
pada murid dan responsif terhadap keberagaman (Bani Odeh & Lach, 2023; Zickafoose dkk.,
2024) sehingga setiap anak dengan segala keunikannya merasa diterima dan dihargai. Inilah inti
pendidikan manusiawi: membangun ruang belajar yang tidak eksklusif, melainkan merangkul
semua impian dan potensi tanpa kecuali.

Temuan penelitian ini mendukung dan memperkuat argumentasi dalam tinjauan pustaka
mengenai hambatan implementasi pendidikan inklusif. Kategorisasi hambatan yang ditemukan,
seperti kurangnya pelatihan guru, keterbatasan sumber daya, stigma, dan kurikulum yang
tidak fleksibel, konsisten dengan temuan-temuan studi sebelumnya (Lindner & Schwab, 2020;
Massouti dkk., 2023; Murtadlo dkk., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari konteks
spesifik, ada isu-isu inti yang secara persisten menghambat kemajuan pendidikan inklusif di
seluruh dunia. Konsistensi temuan ini lintas negara dan waktu mengisyaratkan bahwa tanpa
intervensi sistemik yang menyentuh aspek sikap, budaya, dan kebijakan sekaligus, hambatan
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serupa akan terus berulang. Dengan demikian, solusi parsial tidak cukup karena diperlukan
transformasi mendasar dalam cara kita memandang keberagaman sebagai kekuatan, bukan
kelemahan, dalam setiap sendi pendidikan.

Penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang hambatan dengan menyediakan
perspektif yang lebih komprehensif dan sistematis melalui analisis laporan global. Kebaruan
temuan terletak pada validasi lintas-konteks dan identifikasi pola-pola yang muncul dari sintesis
data pada skala yang lebih luas. Berbeda dengan sebagian besar penelitian yang cenderung
berfokus pada studi kasus tunggal atau regional, analisis konten laporan global memungkinkan
identifikasi hambatan yang sifatnya lebih universal dan sistemik (Bubb & Jones, 2020; Chakaya
dkk., 2021; Lambrinou dkk., 2020). Misalnya, pengkategorian "Hambatan Data dan Pemantauan"
dan "Hambatan Partisipasi dan Kemitraan" sebagai kategori terpisah yang signifikan, yang sering
kali tumpang tindih atau kurang ditekankan dalam studi yang lebih spesifik, menjadi lebih
menonjol dalam analisis skala global ini (Almasri dkk., 2023; Hunt, 2021; Srivastava dkk., 2022).
Hal ini menggarisbawahi bahwa implementasi pendidikan inklusif tidak hanya tentang apa yang
terjadi di dalam kelas, tetapi juga tentang ekosistem dukungan yang lebih luas, termasuk tata
kelola data dan kolaborasi antarpihak.

Implikasi teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi model sosial disabilitas sebagai
kerangka untuk memahami hambatan inklusi. Temuan menunjukkan bahwa tantangan
utama bukan terletak pada "kekurangan" individu, melainkan pada struktur, sistem, dan sikap
masyarakat yang menciptakan hambatan. Hal tersebut menegaskan bahwa upaya menuju
inklusi harus berfokus pada penghapusan hambatan-hambatan dalam lingkungan pendidikan
(Ginner Hau dkk., 2022; McGeown dkk., 2020). Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada teori
implementasi kebijakan dengan menyoroti kompleksitas dan dinamika dalam menerjemahkan
kebijakan ideal menjadi praktik nyata di berbagai konteks global, serta menggarishawahi
pentingnya faktor-faktor kontekstual dan sistemik.

Implikasi praktis, temuan ini sangat relevan bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional
dan internasional. Identifikasi kategori hambatan yang konsisten memberikan peta jalan yang
jelas untuk intervensi. Pembuat kebijakan perlu berinvestasi lebih besar dalam pelatihan guru,
pengembangan kurikulum yang fleksibel, peningkatan aksesibilitas fisik, dan alokasi anggaran
yang memadai (Indrawati & Kuncoro, 2021; Rawal, 2024; Zickafoose dkk., 2024). Namun, yang
tak kalah penting adalah mengubah hati dan pikiran masyarakat. Kebijakan tanpa perubahan
sikap ibarat bangunan tanpa fondasi. Untuk itu, kampanye kesadaran publik yang masif
dan berkelanjutan harus menjadi prioritas. Hanya dengan menyentuh kesadaran kolektif
bahwa setiap anak berharga, pendidikan inklusif akan benar-benar berakar sebagai praktik
kemanusiaan, bukan sekadar formalitas.

Penekanan pada hambatan sikap dan budaya menunjukkan perlunya kampanye kesadaran
publik dan program pelatihan yang mengatasi prasangka. Bagi praktisi pendidikan, temuan
ini menekankan pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan dan dukungan kolegial
untuk mengimplementasikan pedagogik inklusif. Mereka juga perlu menjadi agen perubahan
dalam mempromosikan budaya sekolah yang lebih inklusif karena perubahan sejati lahir dari
keteladanan dan keberanian membuka ruang dialog. Dengan demikian, setiap guru, kepala
sekolah, dan tenaga kependidikan memiliki panggilan moral untuk tidak sekadar mengajar,
tapi memanusiakan. Pendidikan inklusif bukanlah beban, melainkan kesempatan emas untuk
merayakan keberagaman sebagai anugerah bersama.

Bagi organisasi internasional, penelitian ini memperkuat kebutuhan untuk terus
mengadvokasi alokasi sumber daya yang lebih besar, mendukung pengembangan kapasitas di
negara-negara anggota, dan meningkatkan sistem pemantauan data untuk melacak kemajuan
inklusi secara lebih efektif (Baumann dkk., 2024; Cezarino dkk., 2022). Kerja sama lintas sektor
dan kemitraan dengan organisasi penyandang disabilitas juga krusial untuk memastikan bahwa
kebijakan inklusif benar-benar responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga, beberapa keterbatasan
metodologis perlu diakui. Pertama, penelitian ini bergantung pada laporan yang tersedia secara
publik dari organisasi internasional. Hal ini berarti informasi yang dianalisis dibatasi oleh
apa yang diputuskan untuk dilaporkan oleh organisasi-organisasi tersebut, yang mungkin
memiliki agenda atau fokus tertentu. Ada kemungkinan bahwa hambatan-hambatan tertentu
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kurang terwakili jika tidak secara eksplisit dibahas dalam laporan yang tersedia. Dengan kata
lain, ketiadaan pembahasan tentang suatu hambatan dalam laporan tidak serta-merta berarti
hambatan tersebut tidak ada di lapangan. Misalnya, diskriminasi halus atau eksklusi sosial
sehari-hari sering luput dari dokumen resmi karena sulit diukur. Akibatnya, penelitian ini
berisiko mewarisi bias dari sumber datanya sehingga gambaran tentang tantangan pendidikan
inklusif mungkin tidak sepenuhnya utuh.

Kedua, meskipunanalisis konten diupayakan seobjektif mungkin, tetap adatingkatsubjektivitas
dalam proses coding dan interpretasi tema. Meskipun upaya dilakukan untuk meningkatkan
reliabilitas melalui definisi operasional dan potensi intercoder reliability, interpretasi makna dari
teks adalah proses yang intrinsik kualitatif (Janis, 2022; McGeown dkk., 2020). Dengan demikian,
peneliti yang berbeda mungkin memaknai kutipan yang sama secara berbeda tergantung pada
latar belakang dan pengalaman mereka. Subjektivitas ini tidak sepenuhnya dapat dihilangkan,
tetapi dapat dikelola melalui refleksi kritis dan diskusi antarpeneliti. Pada akhirnya, yang
terpenting adalah transparansi dalam setiap tahapan analisis sehingga pembaca dapat menilai
sendiri kredibilitas interpretasi yang ditawarkan.

Ketiga, lingkup geografis laporan yang dianalisis, meskipun global, mungkin memiliki bias
implisit. Misalnya, ada kemungkinan bahwa laporan-laporan lebih banyak tersedia dari atau
berfokus pada wilayah tertentu, yang dapat memengaruhi representasi hambatan. Studi ini tidak
secara spesifik menganalisis laporan dari setiap negara atau wilayah, melainkan pada sintesis
global yang disajikan oleh organisasi internasional. Oleh karena itu, temuan ini mencerminkan
gambaran umum global sebagaimana disajikan dalam laporan-laporan tersebut, bukan
analisis mendalam tentang setiap konteks nasional. Keterbatasan-keterbatasan ini berpotensi
mempengaruhi nuansa temuan, tetapi tidak mengurangi validitas identifikasi kategori hambatan
utama yang bersifat universal dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif.

Berdasarkan keterbatasan yang diidentifikasi dan pertanyaan yang belum terjawab,
beberapa arah penelitian selanjutnya diusulkan sebagai berikut. Pertama, studi kasus mendalam
multinegara: melakukan studi kasus komparatif yang lebih mendalam di beberapa negara
dengan konteks sosial ekonomi dan sistem pendidikan yang berbeda. Hal ini memungkinkan
validasi temuan darilaporan global dengan data primer darilapangan, serta mengeksplorasi cara
hambatan berinteraksi dalam konteks spesifik. Penelitian semacam itu dapat mengungkap faktor-
faktor lokal yang memperkuat atau memperlemah hambatan umum, seperti peran komunitas
agama, kebijakan desentralisasi, atau tingkat partisipasi orang tua. Dengan pendekatan ini,
rekomendasi kebijakan menjadi lebih kontekstual dan aplikatif.

Kedua, eksplorasi peran aktor nonnegara: Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi
peran dan efektivitas organisasi masyarakat sipil, organisasi penyandang disabilitas (DPO), dan
keluarga dalam mengatasi hambatan implementasi. Studi semacam ini penting karena selama ini
suara dari tingkat akar rumput sering terpinggirkan dalam laporan global. Eksplorasi mendalam
tentang strategi advokasi DPO, mekanisme dukungan keluarga, dan kolaborasi lintas sektor
dapat mengungkap praktik-praktik resistensi dan solusi kreatif yang lahir dari kebutuhan nyata.
Temuan ini akan melengkapi perspektif top-down dengan pengalaman hidup yang autentik dan
manusiawi.

Ketiga, identifikasi dampak inovasi digital: mengeksplorasi cara teknologi dan inovasi digital
dapat menjadi alat untuk mengatasi beberapa hambatan, terutama dalam konteks kapasitas guru
dan aksesibilitas materi pembelajaran. Namun demikian, penelitian kritis tetap diperlukan agar
tidak jatuh pada solusi teknologis yang semu. Inovasi digital harus dirancang secara partisipatif
bersama penyandang disabilitas, bukan sekadar mengganti satu bentuk eksklusi dengan bentuk
lain. Akses digital yang tidak merata juga perlu menjadi perhatian utama.

Keempat, studi longitudinal: melakukan penelitian longitudinal untuk melacak cara hambatan
berubah atau bertahan dari waktu ke waktu, terutama dalam menghadapi reformasi kebijakan
atau krisis global terhadap inklusi. Studi semacam itu akan mengungkap apakah intervensi
kebijakan benar-benar menghasilkan perbaikan berkelanjutan atau justru menciptakan
hambatan baru. Dengan mengamati titik-titik kritis, seperti pascapandemi atau setelah
pergantian pemerintahan, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempercepat atau
memperlambat perubahan. Hasilnya akan memberikan bukti empiris untuk advokasi berbasis
waktu dan konteks
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Kelima, analisis solusi efektif: bergeser dari identifikasi hambatan ke analisis lebih mendalam
tentang strategi dan intervensi yang terbukti efektif dalam mengatasi hambatan-hambatan ini
di berbagai konteks. Penelitian di masa depan yang mengeksplorasi area-area ini akan makin
memperkaya pemahaman mengenai kompleksitas pendidikan inklusif dan memandu upaya
menuju sistem pendidikan yang benar-benar adil dan setara bagi semua.

Simpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Penelitian ini menganalisis secara sistematis laporan-laporan pendidikan global untuk
mengidentifikasi hambatan-hambatan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan
inklusif. Temuan menunjukkan bahwa berbagai tantangan menghambat upaya global menuju
pendidikan yang setara dan adil bagi semua murid. Delapan kategori hambatan paling signifikan
yang teridentifikasi secara konsisten di seluruh laporan di antaranya adalah, 1) kebijakan dan
legislasi, 2) sumber daya, 3) kapasitas manusia, 4) sikap dan budaya, 5) kurikulum dan pedagogi,
6) fisik dan aksesibilitas, 7) partisipasi dan kemitraan, serta 8) data dan pemantauan. Kedelapan
kategori ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Mengabaikan satu aspek, misalnya
sikap dan budaya, akan melemahkan upaya pada aspek lain seperti kebijakan atau sumber daya.
Dengan demikian, pendekatan sistemik yang holistik menjadi keharusan, bukan sekadar pilihan,
dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkelanjutan dan manusiawi.

Keterbatasan anggaran dan kurangnya pelatihan guru menjadi isu signifikan yang paling
sering muncul, terutama di negara-negara berkembang. Namun, tantangan seperti stigma sosial,
kurikulumyangtidak fleksibel, dan sistem data yang lemah juga bersifat universal, mencerminkan
bahwa inklusi memerlukan transformasi yang holistik dan komprehensif di berbagai tingkatan.
Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi literatur dengan menawarkan perspektif
global yang komprehensif mengenai hambatan pendidikan inklusif. Dengan menyintesis temuan
dari berbagai laporan organisasi internasional, studi ini memvalidasi pola-pola hambatan yang
melampaui konteks geografis spesifik, sekaligus menyoroti isu-isu sistemik yang sering kali
kurang terangkum dalam studi kasus individual. Hal ini memberikan dasar yang lebih kuat dan
berbasis bukti untuk memahami kompleksitas implementasi pendidikan inklusif di seluruh
dunia.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang teridentifikasi, diajukan beberapa rekomendasi
kebijakan dan praktik guna mewujudkan pendidikan inklusif, dengan pendekatan berjenjang
dari tingkat global hingga lokal. Rekomendasi untuk mewujudkan pendidikan inklusif
memerlukan respons yang sesuai dengan kondisi di setiap tingkat. Pada tingkat global, organisasi
seperti UNESCO dan UNICEF perlu terus memfasilitasi pertukaran praktik terbaik dan kampanye
global untuk mengubah stigma. Pada tingkat nasional, pemerintah melalui Kemendikdasmen
perlu mengintegrasikan delapan kategori hambatan ke dalam instrumen audit dan perencanaan
strategis. Anggaran inklusif harus dialokasikan secara transparan. Pada tingkat lokal, sekolah
dan komunitas didorong membangun kemitraan aktif dengan organisasi penyandang disabilitas.
Setiap rekomendasi harus berpusat pada suara anak dan keluarga sebagai pemangku kepentingan
utama.

Di tingkat nasional, rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum dan anggaran menjadi
sangat krusial, mengingat kondisi Indonesia saat ini sudah memiliki fondasi yang positif tetapi
belum maksimal. Pemerintah Indonesia telah membangun kerangka hukum melalui berbagai
regulasi, antara lain Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 dan No. 12 Tahun 2024. Namun,
tantangan saat ini terletak pada koherensi implementasi antarkementerian dan konsistensi
alokasi anggaran khusus di tingkat daerah. Oleh karena itu, rekomendasi untuk mengalokasikan
dana khusus dan membangun sistem data yang andal menjadi langkah logis berikutnya.
Dengan dukungan data yang akurat dan pendanaan yang terarah, kebijakan pusat dapat
diimplementasikan secara konsisten di daerah. Hal ini akan memperkuat akuntabilitas dan
mencegah terhambatnya kemajuan oleh perbedaan kapasitas antarwilayah sehingga pendidikan
inklusif benar-benar menjangkau setiap anak Indonesia.

Pada tingkat daerah, kebijakan nasional ini harus dioperasionalkan secara kontekstual,
dengan pemerintah daerah mengkoordinasikan dinas terkait untuk layanan terpadu. Terpenting
adalah di tingkat sekolah, guru harus didukung untuk mengembangkan kurikulum fleksibel dan
penilaian yang adaptif. Hanya dengan kolaborasi multisektoral yang terkoordinir dari tingkat
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global hingga lokal ini, visi pendidikan inklusif yang sejati dapat diwujudkan. Namun, perjalanan
masih panjang dan penuh tantangan. Kesadaran bahwa setiap anak, dengan segala keunikannya,
berhak belajar dalam lingkungan yang menghargai perbedaannya harus terus ditanamkan.
Akhirnya, pendidikan inklusif bukanlah sekadar target kebijakan, melainkan cermin peradaban
suatu bangsa dalam memanusiakan setiap warganya tanpa kecuali. Itulah panggilan moral kita
bersama yang nyata.
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